Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
-MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. .
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
“TAHUN 2016 NOMOR 639

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 67/PMK.04/2016,
tanggal 26 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Un-
dangUndang Nomor 10 Tahun 1985 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur
bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea ma-
suk adalah nilai transaksi dari barang yang ber-
sangkutan;

b. bahwa nilai transaksi dari barang yang bersang-
kutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang
seharusnya dibayar;

c. bahwa dalam rangka lebih memberikan keadilan

. bagi importir yang memberitahukan nilai pabean
berdasarkan harga transaksi yang seharusnya
dibayar, perlu mengatur ketentuan mengenai
deklarasi inisiatif (voluntary declaration) atas nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration)
Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Ma-
suk;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang |

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN , TENTANG
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)
ATAS NILAl PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA
MASUK.

BAB |




KETENTUAN UMUM

_PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Deklar-

Pasal 1 asi Inisiatif (Voluntary Declaration).

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 11. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan
dengan: laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Unaang-Un- yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang

dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean- berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data
an sebagaimana telah diubah dengan Undang- elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan
Undang Nomor 17 Tahun 2006. : di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan baréng

2. Importir adalah orang perseorangan atau badan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
hukum yang mengimpor batang. perundang-undangan di bidang kepabeanan.

3. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya
disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk BAB Il
pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. RUANG LINGKUP

4. Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) adalah Pasal 2 |
pemberitahuan Importir dalam PIB dalam rangka | (1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk
memberitahukan dan memperkirakan atas harga merupakan nilai transaksi dari barang impor yang
yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat
dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pe-
nilai transaksi yang belum dapat ditentukan rundang-undangan yang mengatur mengenai nilai
nilainya pada saat pengajuan PIB. pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

5. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan | (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan ter- (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar
hadap barang yang diimpor. atau yang seharusnya diBayar oleh pembeli kepa-

6. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya dis- da penjual atas barang yang dijual untuk diekspor
ingkat dengan PDRI adalah Pajak Pertambahan ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-
Nilai {(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah biaya dan/atau nilainilai yang harus ditambahkan
(PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal | pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/
22 Impor. atau nilai-nilai, tersebut belum termasuk dalam

7. Harga Futures adalah harga yang seharusnya harga yang sebenarnya dibayar atau yang seha-
dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga rusnya dibayar.
komoditas. (3) Dalam hal harga yang seharusnya dibayar dan/

8. Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya dise- | atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus dit-
but Royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh ambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimak-

* pembeli secara langsung atau tidak langsung seb- sud pada ayat (2) belum dapat ditentukan nilainya |
agai persyaratan jual beli barang impor yang men- pada saat pengajuan PiB, Importir dapat melakukan
gandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). | Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).

9. Proceeds adalah nilai setiap bagian dari hasil atau (4) Harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-
pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disam- biaye_} dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan
paikan secara langsung atau tidak langsung ke- pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan
pada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau nilainya pada saat pengajuan PIB sebagaimana di-
pemakaian barang impor yang bersangkutan. maksud pada ayat (3) yaitu:

10. Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) adalah a. Harga Futures;
pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atay PDRI b. Royalti; dan/atau
atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau c. Proceeds.
biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus dit-
ambahkan pada nilai transaksi pada saat telah BAB Il
dapat ditentukan oleh Importir (settlement date) HARGA FUTURES, ROYALTI, DAN PROCEEDS
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(1

(2)

(3)

Pasal 3

Harga Futures sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) huruf a, harus memenuhi per-

syaratan sebagai berikut:

a. harga penyelesaian (settlement price) baru
dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu

. (settlement date) setelah tanggal pendaftaran
PIB;

b. barang merupakan komoditas yang diperda-
gangkan di bursa berjangka komoditas (fu-
tures market); dan

c. terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara
pembeli dan penjual untuk jangka waktu ter-
tentu.

Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) huruf b, harus memenuhi persyaratan se-

bagai berikut:

a. pada barang impor terdapat Hak Atas Kekay-

aan Intelektual (HAKI);

- dibayar oleh pembeli secara langsung atau ti-

dak langsung; dan

c. adanya kewajiban hukum dalam suatu kon-

, trak/perjanjian untuk membayar Royalti.

Proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) huruf ¢, harus memenuhi persyaratan se-

bagai berikut: y

a. merupakan nilai dari bagian pendapatan yang
diperoleh pembeli atas penjualan kembali,
pemanfaatan, atau pemakaian barang impor;

b. nilai dari bagian pendapatan yang diserahkan
secara langsung atau tidak langsung kepada
penjual; dan ‘

¢. merupakan persyaratan atas transaksi jual beli
barang impor maupun tidak.

| BAB IV '
KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM DEKLARASI

INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

Pasal 4
Dalam hal Importir metakukan Deklarasi Inisiatif
(Voluntary Declaration) untuk Harga Futures seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf
a, Importir harus memberitahukan:
a. barang yang diimpor dengan Harga Futures;
b. perkiraan Harga Futures; dan
c. tanggal penyelesaian (settlement date) Harga
Futures,

(2)

(3)

(1)

(2)

untuk dicantumkan dalam PIB.

Perkiraan Harga Futures sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar
penghitungan nilai pabean.

Tanggal penyelesaian (sett/lement date) Harga Fu-
tures sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf
c, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhi-
tung sejak tanggal pendaftaran PIB.

Pasal 5
Datam hal Importir melakukan Deklarasi Inisiatif
(Voluntary Declaration) untuk Royalti sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4} huruf b dan/
atau Proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 2 ayat (4) huruf ¢, Importir harus memberitahu-
kan: \
a. barang yang diimpor yang mengandung Roy-
alti dan/atau Proceeds;
b. perkiraan nilai Royalti dan/atau Proceeds; dan
c. tanggal penyelesaian (settlement date) pem-
bayaran Royalti dan/atau Proceeds,
untuk dicantumkan clalam PIB.
Perkiraan nilai Royalti "dan/atau Proceeds seb-

 agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digu-

(3)

(1}

(2)

(3)

(4)

nakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus

" ditambahkan pada nilai transaksi.

Tanggal penyelesaian (settlement date) pem-
bayaran Royalti dan/atau Proceeds sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf ¢, paling lama 1.(satu)
tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.

! Pasal 6

Importir harus melakukan Pembayaran Inisiatif
{Voluntary Payment) atas kekurangan Bea Ma-
suk, Cukai, clan/a tau PDRI, paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal penyelesaian (settle-
ment date) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 5 ayat (1) huruf c.
Dalam hal jatuh tempo Pembayaran Inisiatif (Vo/-
untary Payment) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jatuh pada hari libur atau libur nasional,
Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pembayaran |Inisiatif (Voluntary Payment) ti'-
dak berlaku dalam hal Importir tidak melakukan

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).
Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) seb-




|
64

agaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Harga
Futures, dilakukan berdasarkan dokumen dasar
pembayaran menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{5) Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment} seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Royalti
dan/atau Proceeds, dilakukan berdasarkan do-
kumen dasar pembayaran menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini. i

.Pasal 7
Tata cara Pembayaran
Payment) dan penyetoran penerimaan negara sesuai
peraturan perundangundangan mengenai tata cara

Inisiatif (Voluntary

pembayaran dan penyetoran penenmaan negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:-

(1) Terhadap Importir yang telah mengajukan PIB den-
gan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Men-
teri ini mulai béerlaku dan belum dilakukan pene-
tapan kembali nilai pabean oleh Direktur Jenderal
Bea dan Cukai, dapat melakukan Pembayaran Ini-
siatif (Voluntary Payment) atas kekurangan Bea
Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas Harga Futures,
Royalti, dan/atau Proceeds.

(2) Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dari ketentuan Pasal. 6 ayat (3), dan Pembayaran
Inisiatif (Voluntary Payment) dimaksud dilakukan
berdasarkan dokumen dasar pembayaran seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk
Harga Futures atau Pasal 6 ayat (5) untuk Royalti
dan/atau Proceeds.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
(1) Importir harus menyampaikan dokumen dasar

Pembayaran Inisiatif (Vo/untary Payment) dan |

bukti pembayaran kepada Kepala Kantor Pabean
tempat PIB didaftarkan paling lambat 7 (tujuh)
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hari terhitung sejak tanggal Pembayaran Inisiatif
{Voluntary Payment) dilakukan.

(2) Importir wajib menatausahakan semua dokumen
yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif
(Voluntary Payment).

Pasal 10

{1) Dalam rangka untuk menguji kepatuhan Impor-
tir atas ketentuan penggunaan Deklarasi Inisiatif
(Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisi-
atif (Voluntary Payment), dapat dilakukan Audit
Kepabeanan. |

(2) Tata cara Audit Kepabeanan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan pe-
rundangundangan mengenai Audit Kepabeanan.

BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016 ‘
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, |
ttd. j I
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO |

Diundangkan di Jakarta |

pada tanggal 27 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
\ REPUBLIK INDONESIA | ‘|
ttd. |
WIDODO EKATJAHJANA |

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 640

LAMPIRAN | |
[Bersambung]




PENGUMUMAN /PERATURAN PEMERINTAH

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)

ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 67/PMK.04/2016,

tanggal 26 April 2016)
[Sambungan Business News 8860 Halaman 64]

LAMPIRAN |

FORMAT PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) UNTUK HARGA FUTURES

PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PA YMENT)
UNTUK HARGA FUTURES

Nomor .......... (I LEead,
Nomor PIB, e (2000
Tanggal PIB iR e (& MrorBnctn
Tanggal Penyelesaian (Settlement Date)
Harga Futures i e e (4) sy,

| terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sam-
paikan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dalam rangka pelu.nasan kekurangan pembayaran tersebut
dengan rincian sebagai berikut:

o

N URAIAN JUMLAH PEMBAYARAN
1. Bea Masuk R R0 A, BT A,
| 2. | BMAD/BMI/BMTP* AP ) RN B
| 3. | BMADS/BMIS/BMTPS* A e T o N
4. | Cukai ot 1" b b (B i Es g e
5. | PPN R b saesss {91 s soaeass
6. | PPnBM : RD.eeeereerennn. T A
2 PPh Pasal 22 DA o Nt 1527 B [T e 1o T T
Rl T ey LD RD azo St 12b) 50 ot
~Jumlah Total Pembayaran B Lo M
Untuk Nomor ltem Ea_r_éﬁg Ay (4 s s

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam bemberita- ,
huan ini.

3

. Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai
Lembar 2 : Untuk importir

*) dipilih salah satu
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor {1) 3 Diisi nomor Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) sesuai penomoran yang dibuat oleh
Importir dengan format: Pl (nomor urut)/(nomor NIK}/(tahun pembuatan).
Contoh : Importir PT.HCL dengan Nomor NIK 12345678 maka Nomor Pembayaran Inisi-
atif (Voluntary Payment) PT. HCL adalah PI-001/12345678/2016.

Nomor (2) J Diisi nomor pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).
Nomor (3) : Diisi tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif. (Voluntary Declaration).
Nomor (4) : Diisi tanggal penyelesaian (sett/lement date) Harga Futures sesuai dengan yang dicantum-
kan dalam PIB.
Nomor (5) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
Nomor (6) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP.
Nomor (7} : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs.
Nomor (8) - Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai.
Nomor (9) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
Nomor (10) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.’
| Nomor (11) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
| Nomor (12a) : Diisi jenis pelunasan pembayaran lainnya misalnya Bunga.
Nomor (12b). : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya.
Nomor (13) : Diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
Nomor (14) - Diisi nomor item barang yang diimpor dengan Harga Futures yang dilunasi kekurangan
pembayarannya. ;
Nomor (15) : Diisi ternpat pembuatan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment).
Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment).
Nomor (17) ’ Diisi nama jabatan penandatangan.
Nomor (18) : Diisi nama penandatangan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. !
BAMBANG P.S.BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
FORMAT PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI DAN PROCEEDS
PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI/ PROCEEDS*)
Nomor .......... (5100, 5 L s
Nomor PIB Sy b (2)es meias
Tanggal PIB A ra (S et
Tanggal Penyelesaian (Settlement Date) Pembayaran Royalti
dan/atau Proceeds*® I 13 S

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sam-.
paikan Pembayaran Inisiatif {Voluntary Payment) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut
dengan rincian sebagai berikut: ‘

Business News 8861/13-6-2016




~— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH ¥ |

| NO. URAIAN JUMLAH PEMBAYARAN

1. Bea Masuk R bk e (S e
2. BMAD/BMI/BMTP * Rpral i (2] ez o
3. BMADS/BMIS/BMTPS* RpaMr i .1 (AR T
4. | Cukai Rpe i, (8 avessinsstisves
5. PPN Rps et et (Ol onids
6. PPnBM Rp™E - itk (0] Lr s et
e PPh Pasal 22 Rp¥=tite.. . Lx (1 B e e S S
o [Pt {(12a).......... R e, (12b). cieeabmsriias
Jumlah Total Pembayaran Rp#: i a4 (St 1 o

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberita-
huan ini.

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai
Lembar 2 : Untuk importir
*) dipilih salah satu

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) ,
UNTUK ROYALTI/PROCEEDS
Nomor et ()
Tanggal EE Bkt o, (G
RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY I_’A YMENT)
|
[ l NOMOR
| | NO.| NOMOR | TANGGAL | BEA BMAD/BMI/BMTP | BMADS/BMIS/BMTPS |  CUKAI PPN: PPNBM PPH ~(12A). | ITEM
| PIB PIB MASUK PASAL 22 BARANG
1 () e{20)...0 e (2N S el (22 mmniattys s D0 TN {28 a1 AT e (24 i | L2505 ) A5k 2 6 Fiais. LR 2 ks ....(28):.... ..... {29)....
D L et e I e [ e A | e O e e i W eI S [ By S e e S
dst
TOTAL AN O (:) ol {74 o A e ® iy | 100 | i1 T | 12}
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

.......... (1177} Araor ants
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.......... (18], K MR

Nomor (1)

'

Nomor (2) & (3):

Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10}
Nomor {11)
Nomor (12a)
Nomor (12b)
Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20}
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor {26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29)

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Pembayaran Inisiatif {Vo/untary Payment) sesuai penomoran yang dibuat oleh

Importir dengan format: Pl-(nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan)

Contoh : Importir PT.HCL dengan 'Nomor NIK 12345678 maka Nomor Pembayaran Inisiat-

ifnya PI-001/12345678/2015 |

Diisi “ Terlampir’ jika PIB lebih dari 1 (satu), jika hanya menggunakan 1 {satu) PIB maka |

nomor dan tanggal pendaftaran PIB diisi langsung pada kolom yang tersedia.

Diisi tanggal penyelesaian Pembayaran Royalti dan/atau Proceeds sesuai dengan yang di- .
cantumkan dalam PIB. y

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/ BMI/ BMTP.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/ BMIS/ BMTPs.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.

Diisi jenis pelunasan pembayaran lainnya misalnya Bunga.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya.

Diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.

Diisi “ Terlampir’ jika PIB lebih dari 1 (satu) , jika hanya menggunakan | (satu) PIB maka
nomor item barang yang diimpor mengandung Royalti dan/atau Proceeds yang dilunasi
kekurangan bembayarannya diisi langsung pada kolom yang tersedia.

Diisi tempat pembuatan Pembayaran Inisiatif (Vo/untary Payment) .

Diisi tanggal pembuatan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) .

Diisi nama jabatan penandatangan.

Diisi nama penandatangan.

Diisi nomor PIB atas penggunaan Deklarasi lnisiatif (Voluntary Declaration)

Diisi tanggal PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per PIB.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP per PIB.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs per PIB.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai per PIB. i
Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per PIB.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per PIB.

Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per PIB. "
Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran, lainnya per PIB.

Diisi nomor item barang yang diimpor mengandung Royalti dan/atau Proceeds yang dilu-

nasi kekurangan pembayarannya per PIB.
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